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Abstract. This study aims to comprehensively explore the implementation of collateral auctions at 
Pegadaian Syariah KM.6.5 Bengkulu Branch. Pegadaian Syariah provides financing services based on 
sharia principles with collateral of valuable goods. When customers fail to repay loans within the specified 
period, the Islamic pawnshop uses collateral auctions as a last resort to protect the financial rights of the 
institution. This study analyzes the auction procedures implemented, the obstacles faced, and the impact of 
auctions on customers. The research method is qualitative descriptive, involving observation, interviews 
with pawnshops, and document analysis. The results of the study indicate that auctions at Islamic 
pawnshops follow the principles of fairness, transparency, and sharia; however, challenges such as 
determining optimal prices and customer education are still obstacles that need to be considered. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif pelaksanaan lelang barang 
jaminan di Pegadaian Syariah KM.6,5 Cabang Bengkulu. Pegadaian syariah menyediakan layanan 
pembiayaan berlandaskan prinsip syariah dengan jaminan barang yang bernilai. Ketika nasabah gagal 
melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan, pegadaian syariah menggunakan lelang barang 
jaminan sebagai langkah terakhir untuk melindungi hak-hak keuangan institusi tersebut. Studi ini 
menganalisis prosedur lelang yang diterapkan, kendala yang dihadapi, dan dampak lelang terhadap 
nasabah. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif, melibatkan observasi, wawancara dengan pihak 
pegadaian, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang barang di pegadaian syariah 
mengikuti prinsip keadilan, transparansi, dan syariah; namun, tantangan seperti penentuan harga optimal 
dan edukasi nasabah masih menjadi kendala yang perlu diperhatikan. 

 
Kata kunci: Barang Jaminan, Lelang, Pegadaian Syariah 
 

1. LATAR BELAKANG 

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang 

menawarkan solusi keuangan dengan memberikan pinjaman berbasis jaminan barang, 

yang diatur dalam akad rahn atau gadai syariah. Berbeda dengan pegadaian konvensional, 

pegadaian syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik 

riba dan menuntut agar setiap transaksi dilaksanakan dengan transparansi, kejujuran, dan 

keadilan. Dengan adanya landasan syariah ini, pegadaian syariah diharapkan dapat 

memberikan layanan keuangan yang lebih berintegritas dan amanah bagi masyarakat. 

Pegadaian Syariah KM.6,5 Cabang Bengkulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

lokasinya yang strategis dan perannya yang signifikan dalam memberikan layanan 
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keuangan syariah bagi masyarakat di sekitarnya (Rosana, 2019; Sulistyowati & Putri, 

2021). 

Proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah dilakukan sebagai langkah 

terakhir ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sesuai ketentuan waktu yang 

telah disepakati. Pegadaian Syariah KM.6,5 menerapkan beberapa tahapan dalam lelang, 

dimulai dengan pemberitahuan kepada nasabah, penilaian ulang barang jaminan sesuai 

kondisi pasar, dan pelaksanaan lelang yang terbuka. Proses ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada nasabah agar bisa menebus barangnya sebelum 

diadakan lelang, sehingga tidak ada unsur pemaksaan atau ketidakadilan. Penetapan harga 

barang dilakukan dengan transparansi dan berpedoman pada nilai pasar terkini, sehingga 

hasil lelang mencerminkan harga yang wajar dan adil bagi kedua belah pihak (Pohan et 

al., 2023; Sanjaya & Hidayatullah, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa transparansi 

dan kejujuran dalam penentuan harga lelang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah 

terhadap pegadaian syariah (Asmara et al., 2019; Heriyanti & Antong, 2023). 

Namun, implementasi lelang barang jaminan di pegadaian syariah juga memiliki 

tantangan, di antaranya adalah fluktuasi nilai barang yang terkadang mengalami 

penurunan drastis, seperti barang elektronik dan kendaraan yang cepat terdepresiasi. 

Penurunan nilai ini dapat memengaruhi hasil lelang, yang terkadang tidak mencukupi 

untuk melunasi seluruh pinjaman nasabah, sehingga pegadaian harus mencari solusi 

terbaik agar tidak merugikan salah satu pihak (Manik et al., 2023). Selain itu, pemahaman 

nasabah terhadap prosedur lelang dan hak-hak mereka sebagai pemilik barang juga 

menjadi kendala, karena tidak semua nasabah memahami pentingnya prosedur lelang 

dalam pengembalian dana pinjaman secara adil (Quraisy et al., 2023a). Pemahaman ini 

penting agar nasabah merasa terlibat dan percaya bahwa pegadaian bertindak demi 

kepentingan semua pihak (M. Subhi, 2022). 

Secara keseluruhan, pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah 

KM.6,5 membawa dampak positif bagi nasabah maupun pegadaian itu sendiri. Dari sisi 

pegadaian, lelang dapat menjadi solusi untuk memulihkan dana pinjaman yang telah 

diberikan tanpa perlu membebankan nasabah dengan bunga atau biaya tambahan yang 

tidak sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, nasabah yang mengikuti proses ini merasa lebih 

terlindungi, karena transparansi dan prinsip keadilan yang diterapkan (Diomande, 2020). 

Dengan adanya mekanisme lelang yang sesuai syariah, pegadaian syariah mampu 

membangun kepercayaan yang lebih kuat di kalangan masyarakat, yang melihatnya 
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sebagai lembaga keuangan yang profesional dan berpihak pada keadilan (Machmud et 

al., 2024). 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan 

menggambarkan secara rinci pelaksanaan lelang barang jaminan. Pengumpulan data 

dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya: 

1. Observasi Langsung 

Observasi langsung di Pegadaian Syariah KM.6,5 dilakukan untuk melihat 

secara nyata proses lelang dan interaksi antara petugas pegadaian dengan nasabah. 

Observasi ini membantu dalam memahami prosedur dan situasi lapangan yang tidak 

selalu dapat diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses lelang, 

termasuk petugas lelang, manajer cabang, dan beberapa nasabah yang pernah mengikuti 

proses lelang. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai 

prosedur, kendala, serta bagaimana persepsi nasabah terhadap transparansi dan keadilan 

dalam pelaksanaan lelang. 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen terkait 

kebijakan lelang dan peraturan pegadaian syariah. Dokumen ini mencakup standar 

operasional, panduan pelaksanaan lelang, serta pedoman penetapan harga dan 

pengelolaan barang jaminan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prosedur Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah KM.6,5 

    Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, lelang barang jaminan di Pegadaian 

Syariah KM.6,5 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut: 

1. Pemberitahuan kepada Nasabah 

      Pegadaian Syariah KM.6,5 memiliki mekanisme yang jelas dalam memberikan 

peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran sebelum barang 

jaminan mereka dilelang. Proses ini dimulai dengan pengiriman pemberitahuan awal 

kepada nasabah, memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan 
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pinjaman. Peringatan ini bertujuan untuk menghindari proses pelelangan yang dapat 

merugikan nasabah serta menjaga hubungan baik antara pegadaian dan nasabah. Jika 

setelah beberapa waktu nasabah masih belum mampu melunasi pinjaman, pegadaian akan 

mengirimkan pemberitahuan akhir mengenai rencana lelang.  

 Pemberitahuan akhir ini berfungsi sebagai langkah terakhir yang menandakan 

bahwa barang jaminan akan segera dilelang jika pembayaran tidak diselesaikan. Proses 

ini mencerminkan komitmen Pegadaian Syariah KM.6,5 untuk bertindak adil dan 

transparan, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dalam setiap 

transaksi. Dengan memberikan kesempatan terakhir bagi nasabah untuk melunasi 

pinjaman, pegadaian tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga membantu 

nasabah untuk mempertahankan barang jaminan mereka dan mencegah kerugian lebih 

lanjut. Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan untuk mempromosikan prinsip 

kemaslahatan dalam layanan keuangan syariah (Fadhli et al., 2021; Nurmansah & Bani 

Sarif Maula, 2024). 

2. Penilaian Kembali Nilai Barang Jaminan 

Pegadaian Syariah KM.6,5 melaksanakan penilaian kembali terhadap barang 

jaminan sebelum proses pelelangan dimulai, yang merupakan langkah penting dalam 

memastikan bahwa harga awal yang ditetapkan mencerminkan nilai pasar yang 

sebenarnya. Penilaian ini dilakukan oleh tim ahli yang berpengalaman dalam menilai 

berbagai jenis barang, mulai dari perhiasan hingga elektronik, untuk memberikan estimasi 

harga yang akurat. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keadilan dalam 

transaksi, tetapi juga untuk melindungi nasabah dari kerugian yang mungkin timbul 

akibat harga lelang yang tidak sesuai. Dengan demikian, Pegadaian Syariah berupaya 

memastikan bahwa hasil lelang dapat memadai untuk menutupi kewajiban nasabah tanpa 

mengorbankan hak-hak mereka. 

Implementasi penilaian yang transparan dan akurat sangat penting dalam 

konteks pegadaian syariah, di mana prinsip keadilan dan kejujuran harus diutamakan. 

Penilaian yang tepat akan membantu mengurangi potensi sengketa antara pegadaian dan 

nasabah, serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap proses pelelangan. Hal ini 

sejalan dengan prinsip syariah yang mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan cara 

yang adil dan transparan (Wisnu et al., 2024). Selain itu, penilaian yang cermat juga 

mencerminkan komitmen Pegadaian Syariah KM.6,5 untuk menjaga integritas lembaga 

dan memenuhi tanggung jawab sosialnya dalam memberikan layanan keuangan yang 

berkualitas kepada masyarakat (Asari & Firdaus, 2022). 
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3. Pengumuman Lelang 

Pengumuman lelang di Pegadaian Syariah KM.6,5 dilakukan secara terbuka 

kepada publik untuk memastikan transparansi dalam setiap tahapan proses. Pengumuman 

ini disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk papan informasi yang ada di 

pegadaian dan media sosial, sehingga informasi mengenai lelang dapat diakses oleh 

masyarakat luas. Dengan melakukan pengumuman secara terbuka, Pegadaian Syariah 

tidak hanya memenuhi prinsip syariah dalam hal transparansi, tetapi juga memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada calon pembeli untuk berpartisipasi dalam lelang. Hal 

ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta lelang dan pada gilirannya, 

berkontribusi pada harga jual yang lebih baik. 

Prinsip keterbukaan dalam pengumuman lelang juga bertujuan untuk mendorong 

partisipasi masyarakat dan menciptakan iklim persaingan yang sehat di antara calon 

pembeli. Dengan informasi yang jelas dan terbuka, calon pembeli dapat melakukan 

analisis lebih mendalam mengenai barang jaminan yang akan dilelang, termasuk nilai dan 

kondisi barang tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Pegadaian Syariah 

KM.6,5 untuk menciptakan proses lelang yang adil, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga semua pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai. 

Melalui langkah-langkah ini, Pegadaian Syariah berupaya untuk mengedepankan 

integritas dan kepercayaan dalam layanan keuangan syariah yang mereka tawarkan 

kepada masyarakat (Pratama et al., 2024). 

4. Pelaksanaan Lelang 

Lelang di Pegadaian Syariah KM.6,5 dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, 

yang memungkinkan calon pembeli untuk menawar barang jaminan hingga mencapai 

harga yang disepakati. Proses ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada semua 

peserta lelang untuk berpartisipasi secara aktif dan kompetitif, sehingga hasil lelang dapat 

mencerminkan nilai pasar yang wajar. Keterbukaan dalam proses ini tidak hanya 

mendorong keadilan bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga memastikan bahwa 

nasabah mendapatkan hasil maksimal dari barang jaminan mereka, meskipun dalam 

kondisi sulit. 

Setelah proses tawar-menawar selesai, barang jaminan akan diberikan kepada 

penawar tertinggi. Hasil dari penjualan barang tersebut kemudian digunakan untuk 

melunasi hutang nasabah, sehingga nasabah tidak hanya dapat terbebas dari kewajiban 

pinjaman, tetapi juga terhindar dari kerugian lebih lanjut. Pendekatan ini mencerminkan 
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komitmen Pegadaian Syariah KM.6,5 untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah yang 

menekankan pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, meskipun nasabah 

mengalami kesulitan finansial, mereka masih memiliki kesempatan untuk memenuhi 

kewajiban mereka tanpa mengalami kerugian yang signifikan (Khoir et al., 2023). 

Penerapan Prinsip Syariah dalam Proses Lelang   

    Pegadaian Syariah KM.6,5 berpedoman pada prinsip-prinsip keuangan syariah 

dalam setiap tahapan lelang, yang mencakup keadilan, transparansi, dan penghindaran 

praktik riba. Prinsip keadilan mengharuskan setiap transaksi dilakukan tanpa ada pihak 

yang dirugikan, sedangkan transparansi memastikan bahwa informasi mengenai proses 

lelang dapat diakses oleh semua pihak. Dalam konteks ini, pegadaian memastikan bahwa 

barang jaminan yang dilelang adalah barang yang halal dan tidak mengandung unsur riba, 

sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan (Surahman & Adam, 

2017). Ini penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan bahwa layanan 

yang diberikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat 

(Quraisy et al., 2023b). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah KM.6,5 memiliki 

komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa setiap transaksi lelang dilakukan dengan 

cara yang sesuai syariah. Komitmen ini tercermin dalam prosedur operasional yang 

ditetapkan, di mana setiap langkah dalam proses lelang, mulai dari pemberitahuan kepada 

nasabah hingga pelaksanaan lelang, dilakukan dengan transparan dan adil. Pegadaian juga 

menerapkan kebijakan untuk menilai kembali nilai barang jaminan sebelum pelelangan, 

sehingga harga awal yang ditetapkan mencerminkan nilai pasar yang adil. Dengan 

demikian, nasabah dapat merasa yakin bahwa mereka akan mendapatkan hasil lelang 

yang optimal, yang pada gilirannya membantu mengurangi risiko kerugian finansial bagi 

nasabah (Sari, 2020). 

Proses penawaran dalam lelang di Pegadaian Syariah KM.6,5 dilakukan secara 

terbuka dan transparan, memungkinkan calon pembeli untuk bersaing dalam memberikan 

tawaran terbaik. Keterbukaan ini menciptakan iklim persaingan yang sehat, di mana 

semua peserta lelang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh barang 

jaminan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengharuskan setiap transaksi 

dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan cara ini, 

Pegadaian Syariah tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan 

layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat 

dengan cara yang etis dan bertanggung jawab (Putri et al., 2024). 
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Dalam upaya menjaga prinsip-prinsip syariah, Pegadaian Syariah KM.6,5 terus 

menerus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap setiap proses lelang yang 

dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan 

prosedur yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menyimpang 

dari prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, Pegadaian Syariah KM.6,5 

berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat luas, serta 

meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan, sejalan dengan tuntutan zaman dan 

kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang berlandaskan syariah (Sumaroh & 

Rahman, 2024). 

Kendala dalam Implementasi Lelang 

Proses lelang di Pegadaian Syariah KM.6,5 menghadapi beberapa kendala, di 

antaranya: 

1. Penentuan Harga Optimal 

Pegadaian Syariah KM.6,5 menghadapi tantangan dalam menentukan harga 

yang sesuai dengan nilai barang jaminan, terutama ketika barang yang dijaminkan 

memiliki nilai subjektif atau tidak memiliki pasar yang luas. Penetapan harga yang tepat 

sangat penting untuk memastikan bahwa hasil lelang tidak merugikan nasabah, karena 

jika harga barang yang dilelang lebih rendah dari perkiraan, nasabah dapat mengalami 

kerugian finansial yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pegadaian melakukan 

penilaian kembali terhadap barang jaminan dengan melibatkan tim ahli atau penilai 

independen. Dengan demikian, nilai yang ditetapkan lebih mencerminkan kondisi pasar 

dan mengurangi potensi bias dari pegawai pegadaian sendiri. Selain itu, pegadaian juga 

berusaha memperluas jaringan pemasaran untuk barang yang tidak memiliki pasar yang 

luas, menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menarik minat calon pembeli, 

seperti media sosial dan promosi lokal (Saputra & Soemitra, 2022; Sinaga et al., 2023). 

Pentingnya penentuan harga yang sesuai berkaitan dengan pelaksanaan prinsip 

syariah dalam setiap transaksi lelang. Pegadaian Syariah KM.6,5 berkomitmen untuk 

memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara adil dan transparan, melindungi hak-

hak nasabah serta menjaga integritas lembaga dalam menjalankan fungsinya sebagai 

penyedia layanan keuangan syariah. Dengan penetapan harga yang adil, pegadaian 

berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan 

syariah, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal, dan mendukung 
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pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang 

dilakukan (Najah et al., 2024). 

2. Edukasi Nasabah 

Kendala lain yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah KM.6,5 adalah pemahaman 

nasabah tentang proses lelang. Beberapa nasabah mengaku tidak sepenuhnya memahami 

prosedur dan dampak dari lelang terhadap jaminan yang mereka berikan. 

Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan ketika proses 

lelang berlangsung, terutama jika nasabah merasa tidak mendapatkan informasi yang 

cukup mengenai hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, pegadaian diharapkan untuk 

meningkatkan upaya edukasi kepada nasabah terkait prosedur lelang, termasuk informasi 

yang jelas mengenai konsekuensi jika pinjaman tidak dilunasi, serta langkah-langkah 

yang diambil sebelum barang jaminan dilelang. Edukasi yang baik dapat membantu 

nasabah untuk lebih memahami posisi mereka dan meminimalisir potensi sengketa di 

kemudian hari (Sriyanti et al., 2024). 

Pentingnya edukasi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman 

nasabah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara pegadaian dan nasabah. 

Dengan memberikan informasi yang transparan dan mendidik, Pegadaian Syariah 

KM.6,5 dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi nasabah dan meningkatkan 

partisipasi mereka dalam proses keuangan syariah. Program-program edukasi seperti 

seminar, workshop, dan penyuluhan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk 

menjangkau lebih banyak nasabah dan menjelaskan proses lelang serta manfaat yang 

dapat mereka peroleh dari pegadaian syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan 

nasabah akan lebih proaktif dalam mengelola pinjaman mereka dan memahami proses 

yang ada, sehingga dapat memperkuat posisi Pegadaian Syariah KM.6,5 di tengah 

kompetisi industri keuangan syariah yang semakin ketat (Ananda et al., 2023). 

Dampak Implementasi Lelang terhadap Nasabah 

1. Penyelesaian Tunggakan 

Bagi Pegadaian Syariah KM.6,5, lelang merupakan solusi yang efektif untuk 

menyelesaikan piutang yang belum terbayar. Proses lelang ini memungkinkan pegadaian 

untuk mendapatkan kembali nilai pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan 

menjual barang jaminan yang tidak dapat dilunasi. Dengan demikian, pegadaian dapat 

mengurangi risiko kerugian akibat piutang macet dan mempertahankan likuiditasnya. 

Namun, bagi nasabah, lelang sering kali menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya 
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untuk melunasi hutang mereka tidak berhasil. Proses ini menciptakan ketidakpastian, 

terutama jika barang yang dijaminkan memiliki nilai pasar yang bervariasi. 

Sayangnya, jika harga lelang yang diperoleh lebih rendah dari nilai pinjaman, 

nasabah mungkin merasa dirugikan dan kehilangan barang berharga yang mereka jamin. 

Perasaan ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga 

pegadaian dan bahkan dapat menciptakan dampak negatif terhadap hubungan antara 

pegadaian dan nasabah. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pegadaian Syariah KM.6,5 

untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap barang jaminan dan mengedukasi 

nasabah tentang prosedur lelang, agar mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang 

proses tersebut serta dampaknya terhadap situasi keuangan mereka. Hal ini akan 

membantu menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa proses lelang 

berlangsung dengan adil dan transparan (Saepudin, 2023). 

2. Keadilan dan Transparansi 

      Pegadaian Syariah KM.6,5 berusaha untuk menjaga keadilan dengan 

memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai proses lelang dan kebijakan 

yang berlaku. Upaya ini mencakup pemberian pemberitahuan mengenai jadwal lelang, 

prosedur yang harus diikuti, dan informasi tentang barang yang akan dilelang. Namun, 

meskipun ada upaya tersebut, beberapa nasabah masih merasakan kurangnya transparansi 

dalam menentukan harga awal lelang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan 

kebingungan, di mana nasabah merasa tidak memiliki cukup informasi untuk membuat 

keputusan yang tepat mengenai barang jaminan mereka (Himmawan & Aulia, 2024). 

 Untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman nasabah, Pegadaian Syariah 

KM.6,5 perlu memperbaiki aspek komunikasi ini dengan memberikan edukasi lebih 

lanjut mengenai proses penilaian barang jaminan dan mekanisme penetapan harga lelang. 

Penyampaian informasi yang lebih transparan dan akurat akan membantu nasabah 

memahami nilai barang mereka dan konsekuensi dari proses lelang. Hal ini sangat penting 

agar nasabah merasa terlibat dan memiliki kontrol atas situasi keuangan mereka, serta 

untuk menjaga hubungan baik antara pegadaian dan nasabah (Suib & Amelia, 2024). 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pegadaian Syariah KM.6,5 dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang 

mengedepankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pegadaian Syariah KM.6,5 Cabang Bengkulu telah menjalankan lelang barang 

jaminan sesuai dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi. 

Meskipun terdapat kendala dalam penentuan harga optimal dan edukasi nasabah, 

pelaksanaan lelang secara keseluruhan telah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah 

yang ketat. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan edukasi bagi 

nasabah mengenai prosedur lelang, serta memperbaiki metode penentuan harga agar lebih 

adil bagi semua pihak yang terlibat. 
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